PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 15 TAHUN 1959
TENTANG
KENAI KAN TARI F CUKAI ATAS Bl R DAN ALKOHCOL SULI NGAN
DAN KENAI KAN BEA- MASWK ATAS BI R

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang :

a. bahwa ber hubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa i ni
dianggap perlu untuk nenaikkan tarif cukai dari beberapa
bar ang sebagai beri kut
1. bir,

2. al kohol sul i ngan;

b. bahwa karena keadaan nenmaksa, kenaikan cukai perlu dengan
segera diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti-Undang-
undang;

Mengi ngat :

pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang
Dasar ;

Mendengar

Menteri Keuangan;

Menmut uskan:

Menet apkan :

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang kenai kan tarif
cukai atas bir dan al kohol sulingan dan kenai kan bea-nmasuk atas
bir.

Pasal 1.

Jum ah cukai atas

A bir, yang ditetapkan pada pasal 2 ayat (2) dari O donansi
Cukai Bir 1931 (Staatsblad 1931 No. 488 dan 489), sebagai nana
kermudi an telah diubah dan ditanbah, yang terakhir dengan
Undang-undang No. 76 tahun 1958 (Lenbaran-Negara tahun 1958
No. 135), diubah nenjadi "enpat ratus rupiah tiap-tiap
hektoliter".

B. al kohol sulingan dalam negeri di Jawa dan Madura yang
di t et apkan dal am pasal 1 Ordonansi tanggal 27 Pebruari 1898
Staatsblad No. 90), sebagaimana kenudian telah diubah dan
di t anbah, yang terakhir dengan Undang-undang No. 27 tahun 1954
(Lenbar an- Negara tahun 1954 No. 81), diubah nenjadi "lima
bel as ratus rupiah tiap-tiap hektoliter, yang nengandung |ima
pul uh liter alkohol pada kadar-panas |ima belas derajat dari
pengukur panas yang terbagi dal am seratus bagi an".

Pasal 2.
Tarif bea-masuk tersebut dalam |anpiran A yang ternaktub pada

pasal 1 dari "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No. 487),
sebagai mana kenudi an telah diubah dan ditanbah, yang terakhir



dengan Undang-undang No. 76 tahun 1958 (Lenbaran-Negara tahun 1958

No. 135), diubah nenjadi sebagai berikut :

A Dal am bagian | dan Il dari pos 113, nmaka yang tersebut dal am
[ aj ur "Rechten" di ubah nenj adi

L Rp. 420, -

- Rp. 480, -

D, Rp. 440, -
B. di bel akang pos 159 di bawah | ajur "Rechten", naka bea-istinmewa
yang dipungut lagi atas mnyak-wangi, mnyak ranbut, air

kumur, air penghias dan lain-lain air sejenis itu, diubah
nmenj adi "Rp. 480,-" per hektoliter cairan.

Pasal 3.

Menteri Keuangan nenetapkan peraturan-peraturan |ebih |anjut
unt uk nenanbah penbayaran cukai yang harus di bayar atas barang yang
pada saat mulai berlakunya Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini tersedia dalam jum ah yang banyaknya nel ebi hi sesuatu
j um ah maxi num yang dit et apkan

Pasal 4.

(1) Barang siapa yang nenurut pasal 3 diwajibkan nenberitahukan
tidak atau tidak nenmenuhi penuh kewajiban ini atau nmemasukkan
penberitahuan yang tidak betul, di hukum dengan hukuman
kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau dengan denda
sebanyak- banyaknya sepul uh ri bu rupi ah.

(2) Barang-barang yang terhadapnya dil akukan pel anggaran, termasuk
penbungkusannya, akan disita dengan tidak nengi ndahkan apakah
bar ang- barang itu kepunyaan yang ter hukum

(3) Perbuat an-perbuatan yang di ancam dengan hukuman nenurut ayat
(1) adal ah pel anggar an.

Pasal 5.

Unt uk nenghi ndar kan penuntutan di nuka haki m karena per buat an-
per buat an yang diancam dengan hukuman nenurut pasal 4, Menteri
Keuangan dapat berdamai atau nenyuruh berdanai

Pasal 6.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mnulai berl aku
pada saat yang ditentukan kenudi an ol eh Menteri Keuangan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.



D t et apkan di Bogor
Pada tanggal 26 Septenber 1959.

Presi den Republ ik I ndonesi a,
ttd.
SCEKARNQO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Septenber 1959.
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.
SAHARDIQ

PENJ ELASAN
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG
No. 15 TAHUN 1959
TENTANG
KENAI KAN TARI P CUKAI ATAS Bl R DAN ALKOHOL SULI NGAN DAN KENAI KAN
BEA- MASUK ATAS BI R

A eh karena keadaan keuangan Negara nemaksa, maka harus
di | akukan usaha untuk nenanbah pendapat an Negar a.

Ber hubung dengan itu di kandung maksud unt uk nenai kkan cukai
bi r dan al kohol sulingan, nengingat, bahwa barang-barang tersebut
bukan termasuk barang-barang kebutuhan pokok bagi rakyat.

Tari p cukai diubah sebagai berikut :
bir ......... dari Rp. 200 .......... menj adi Rp. 400,- tiap-tiap
hektoliter.

al kohol sulingan..dari Rp. 750,- nenjadi Rp.1.500,- tiap-
tiap hektoliter, yang nmengandung |lima puluh liter al kohol pada
kadar panas |im bel as derajat dari pengukur panas yang terbagi
dal am ser at us bagi an:

Kenai kan cukai atas bir dan al kohol sulingan akan
nmengaki bat kan, bahwa juga bea masuk atas bir dan bea-istinewa
yang di pungut |agi atas m nyak wangi, mnyak ranbut, air kunur,
air penghias dan lain-lain air sejenis itu, perlu dinaikkan, oleh
kar ena penungut an- penungut an i ni sangat erat hubungannya dengan
tarip cukai bir dan al kohol sulingan dal am negeri .

Bea- masuk atas bir menurut pos 113 di ubah sebagai beri kut:

I . dalamtahang ...... dari Rp. 210 ......... menj adi Rp. 420, -
tiap-tiap hektoliter
I'l. dimasukkan dengan cara | ain:

a. Stout dan poster ....... dari Rp. 240 ......... menj ad
Rp. 480,- tiap-tiap hektoliter.
b. l[ainnya ....... dari Rp. 220 ........ menj adi Rp. 440, -

tiap-tiap hektoliter, ditanbah dengan 50 opsen.



Bea-i sti newa yang di pungut |agi atas m nyak wangi, m nyak
ranmbut, air kumur, air penghias dan lain-lain air sejenis itu,
yang tertera di bel akang pos 159 di dal am | ajur "Rechten" sebesar
Rp. 240, - diubah nenjadi "Rp. 480,-" per hektoliter cairan.

Ber hubung dengan kenai kan tarip cukai atas bir dan al kohol
sulingan ini, nmaka pendapatan | ebi h dapat ditaksir sebanyak Rp.
40 juta setahunnya.

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 108 tahun 1959.

D ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,
ttd.
SAHARDJ O

CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEVMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber : LN 1959/108; TLN NO 1864



